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ABSTRAK

Polist memiliki peran penting scbagai penegak hukum dalam masyarakat.
Namun, terdapat kasus di mana anggota polisi menyalahgunakan jabatannya, seperti
kasus penganiayaan yang disorot dalam penclitian ini. Proses peradilan pidana
senng menjadi perhatian publik, menckankan pentingnya penghormatan terhadap
asas praduga tak bersalah. Walaupun hak-hak tersangka telah diatur dalam undang-
undang. penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum masih sering
tejadi, dan hal ini harus dihindari. Perlindungan hak asasi manusia diperlukan bagi
semua individu, termasuk pelaku tindak pidana, dan penegakan hukum harus
dilakukan sccara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Penclitan ini membahas mekanisme perlindungan hukum terhadap korban
pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mekanisme ini meliputi
perlindungan fisik dan mental, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, yang juga
diatur dalam PP No. 2/2002 dan UU No. 31/2014. Proses penyelesaian kasus
pelanggaran hak asasi manusia mencakup penyelidikan oleh Komnas HAM,
penyidikan dan penuntutan oleh jaksa agung, dan pemeriksaan di Pengadilan hak
asasi manusia. Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 juga penting dalam memberikan kompensasi
dan restitusi kepada korban. Selain itu, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim
dalam putusan tindak pidana pelanggaran HAM, khususnya dalam kasus
penyiksaan Hendra Syahputra di Rumah Tahanan Polrestabes Medan, yang
melibatkan anggota polisi dan tahanan lain. Tindakan kekerasan fisik dan mental
vang berulang-ulang mengakibatkan kematian korban. Bukti-bukti yang digunakan
oleh hakim, termasuk Visum-Et Repertum, rekaman CCTV, bola karet, dan kaleng
rokok, menunjukkan bahwa trauma tumpul menyebabkan perdarahan luas di rongga
kepala dan retaknya tulang tengkorak korban. Kesimpulannya, tindakan kekerasan
oleh anggota polisi ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang fatal. Bukti-
bukti kuat mendukung putusan hakim, menckankan pentingnya penghormatan
terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil tanpa penyiksaan.
Evaluasi menyeluruh terhadap bukti-bukti menunjukkan bahwa penyiksaan
sitematis  dan  berulang  menyecbabkan  kematian  korban, menuntut
pertanggungjawaban serius dari pihak-pihak yang terlibat.

Kata kunci: Hak asasi manusia, mekanisme penyelesaian kasus, pertimbangan
hakim



ARNIRACY

[he police play a conctal mole ax law enforvers in society However, there
ane ooves whene polieoe oficers abuse their anthority, siuch as the highlighted case of
asvemdt i s sty The eriminal justice process oflen garners piblic attention,
emphavizing the importance of wpecting the: presumption of innocence. Despite
vapeons' gl demg egudated by law, instances of power abuse by law
enforvement officers stll frequently ocenr and should be avoided Human rights
proteciion ix necexsary for all individuals, including perpetrators of erimes, and law
enforcement must - he carvied ont fairly and in accondance with human rights
principles. This research discusses the legal protection mechanisms for vietims of
human rights violations in Indonesia, based on Law No. 26 of 2000 concerning
Human Rights Court Violations, These mechanisms include physical and mental
protection,  compensation,  restitution, and - rehabilitation, also  egulated  in
Covernment Regulation No. 272000 and Law No. 3172014, The process of resolving
human rights violations cases involves investigation by the National Commission on
Human Rights (Komnas HAM), proseention and trial by the Attorney General's
Oflice, and examination in the Human Rights Court, The mle of the Truth and
Reconciliation Commission (KKR) and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 is
also cructal in providing compensation and restitution to victims, Furthermore, this
study examines the considerations of judges in vendicts reganding  criminal
violations of human rights, particularly in the case of the torture of Hendra
Swahputra in the Medan City Police Detention Center, involving police officers and
other detainees. The repeated physteal and mental violence led to the vietim's death,
Evidence used by the judge, including Visum-It Repertum, CCTV recordings,
rubber bullets, and cigarette cans, indicated that blunt trauma cansed extensive
bleeding in the victim's head cavity and skull fractures. In conclusion, the actions of
police officers in this case constitute fatal abuse of power: Strong evidence supports
the judge's decision, emphasizing the importance of respecting human rights and
enforcing the law fairly without torture, Comprehensive evaluation of the evidence
shows that systematic and repeated torture led to the victim's death, demanding
sertous accountability from all involved parties.

Keywords: human rights, case resolution mechanisms, judge’s considerations
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